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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan penduduk di kota-kota besar di Indonesia khususnya di

Kabupaten Garut meningka tiap tahunnya, 2010 penduduk di

t
kabupaten gar 2.407. d ta erjumlah 2.706.586.

hal ini diseba in karena angka kelahiran h besar dari angka

juga karena arus urbanisasi yang cukup besa yang

ruhi urbanisasi salah satunya adalah perbedaan ifitas di

desa dan di kota. Kabupaten G mempunyai peranan yang cukup besar

tatanan pemerinta?" xg‘ kemasyarakatan,peran
aranya adalah seba salah  satu pusat pe

daerah, TNI,Sipil,dan perguruan tinggi,kegiatan ekonomi

industri
isata dan perbelanjaan daerah.Perkembangan | nduduk

ten Garut dan pengunjungnya dengan intensita: atan yang

semakin ko cara umum, telah me berbagai kegiatan

usaha seperti unnya pusat industri dan
pabrik. Pengaruh ini pada satu sisi ‘mMemberikan dampak pada kebutuhan akan
perbaikan dari kondisi lalu lintas di Kabupaten Garut ini,namun disisi lain
jalan yang tersedia tidak bertambah panjang.

Kabupaten Garut sebagai salah satu kabupaten yang memiliki daya

tarik tersendiri bila dilihat dari aspek nilai-nilai sejarah dan budaya tentu



memikat masyarakat untuk berkunjung atau bahkan menetap di Kabupaten
Garut ,Oleh karena itu ,kodisi tersebut telah menampilkan keanekaragaman
permasalahan yang harus dihadapi termasuk seputar kondisi lalu lintas di
jalan raya Kabupaten Garut itu sendiri . Pertambahan jumlah kendaraan

bermotor pun tidak dapat dihindari lagi karena kebutuhan atau sebagai

konsekuensi atas berkemban lah penduduk beserta aktivitasnya.

Namun pad annya sedll‘ikat yang tidak
memperhatika keselamatan,berbagai ma letak jalan,serta

i jalan

pelanggaran-pelanggaran yang masih saja banyak
ra ait dengan berbagai aspek tersebut maka kebija merintah

terhadap pengawasan dan penﬂban berlalulintas  dijalan raya, mutlak

an. T
Polisi mempunyai tuga%a&ugas pokok dari polisi alah

pengayom,pelindung,pelayan,penegak hukum . Salah satu tugas khusus dari

P h pelayan. Satlantas Polres Garut merupakan s institusi

pe yang melakukan pelayanan kepada masyarakat a konkrit.

Sebagai p publik ang  ber dengan  aspek
keamanan,kete an kel aku penegak hukum
di bidang lalu lintas. Satlantas Po Garut menjadi ujung tombak dalam hal
ketertiban di jalan raya di Kabupaten Garut,masalah ketertiban di jalan raya
ini diatur dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009. Tujuan dari
kebijakan ini adalah untuk keselamatan,keamanan,kelancaran,dan ketertiban

lalu lintas dan angkutan jalan.



Dalam rangka melaksanakan penertiban di jalan raya berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,fungsi dan peranan Kepolisian
Republik Indonesia khususnya Satuan Kepolisian Lalu Lintas sangat penting.
Satlantas adalah bagian dari kepolisiin Negara Republik Indonesia yang

memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Kepolisian di

bidang Lalu Lintas.
Berdas baran esuali

Kepolisian N publik Indonesia,khususnya

s pokok dan fungsi

menurut Undang-

nor 22 Tahun 2009 adalah Menyelenggarakan giatan

da njamin keamanan,ketertiban,dan kelancaran lalu lintas

Menyelenggarakan fungsi tekﬁ lalu lintas yang meliputi :

Dikmas Lantas

7 ,
. Rekayasa lantas 7/\

c. Registrasi dan identifikasi SIM

kkum Lantas

troli dan pengawalan

2. Melaksan: operasi  kepolisian
kewilayaha

3. Melaksanakan kegiatan rutin olisian bidang lantas

4. Melaksanakan administrasi dalam pengumpulan,pengolahan,dan

penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan

maupun operasional fungsi teknis lantas



Polri telah mulai melaksanakan Reformasi Birokrasi, yang ditandai
dengan terbitnya buku biru reformasi Polri. Selanjutnya, pada tahun 2005
berhasil menyusun grand strategy Polri 2005-2025, tahun 2008 melakukan
akselerasi transformasi Polri, dan reformasi birokrasi. Untuk tahun 2005 —

2009, Polri berusaha membangun kepercayaan publik (trust building).

Tahapan selanjutnya, tahun 201 mbangun kemitraan (partnership).

Pada Biro elomb (2010-2014) yang

berlandaskan omor 81 Tahun 2010 ya unyai target tingkat
n secara nasional dan internasional dan me asaran
te ya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, ujudnya

epingkatan kualitas pelayanan %Iik kepada masyarakat, meningkatkan
ilitas  dan akuntabilitas:?'a‘ '%ési. Area atau Bidan n
meliputi : / R
1. Organisasi I

talaksana
.“Peraturan perundang-undangan

4. SD

5. Penga

6. Akuntabilitas
7. Pelayanan publik
8. Mind set dan culture set aparatur

Kebijakan Reformasi birokrasi gelombang 1l khususnya dalam

program  pelayanan publik yang diharapakan menghasilkkan terwujudnya



kemampuan lembaga dalam memberikan pelayanan publik. Salah satu
pelayanan publik dalam tubuh Polri yaitu Pelayanan Prima yang masuk dalam
program Quick Wins . Quick Wins Merupakan salah satu program yang
merupakan produk utama Polri yang mempunyai daya ungkit kuat (key

leverage) dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, dan

dapat direalisasikan serta hasiln jukur dalam 3 — 12 bulan.

Progra bagia! masi birokrasi yang

dilakukan di olri. Reformasi birokrasi Vi pkan jajaran Polri

Polres Garut saat ini dilandasi dengan Undang-u r 17

Ta 7 tentang rencana pembangunan nasional jangka 2005-

2025. Adapun Program QUICK WINS Polri mencakup 4 hal sebagai

Quick respons Turjawa

Transparansi penyldlkar? %

C. Transparansi pelayanan SIM, STNK, dan BPKB
nsparansi rekruitmen personel.

un dalam pelaksanaannya, perubahan dan pe uan yang

dilaksanakan gka me n yang bersih dan

| . kan tata ’ |
i idak mi dapat akan dengan efektif
tanpa peningkatan Kualitas Pelayanan Prima dan Transparan kepada

berwibawa ter

Masyarakat.
Peningkatan kinerja  Polri dalam melaksanakan tugas dibidang
Pelayanan kepada masyarakat, harus diawali dengan perubahan kultur

personelnya, responsif dan tidak adaptif dengan semua bentuk perubahan



dalam masyarakat. Untuk Meningkatkan kepercayaan dan kecintaan publik
kepada Polri dalam waktu yang cepat, khususnya dibidang Transparansi
penerbitan SIM,STNK,dan BPKB Satpas Sat Lantas Polres Garut telah
melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerbitan

SIM,STNK,dan BPKB yang berlandaskan asas transparan, akuntabel,

kepastian waktu, akurasi, kea anggung jawab, kelengkapan sarana
dan prasar::’an a |siplina‘an dan keramahan
serta kenya :

Surat ljin Mengemudi)

res Garut menyelenggarakan sistem pelayanan secara

trapsparan dan akuntabel agar’  terpenuhinya harapan dan Kkeinginan

kat. Untuk mencapai? lefmt maka :

a.” Secara bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan pelayan

ai dengan harapan masyarakat.

ada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

c. Melaksa istem manajemen mutu pe

ditetapka erpelina lui pro secara terpelihara
melalui prosedur yang dite am dokumen mutu.

d. Memberikan pelayanan yang simpatik dan kepastian waktu penyelesaian

SIM yang sudah

/ proses penerbitan SIM sesuai jenis SIM.

1) SIM Baru 115menit

2) Perpanjangan 15 menit




3) Peningkatan Gol. SIM 15 menit
4) SIM Hilang / Rusak 15menit
5) SIM Mutasi 15 menit
6) SIM Warga Negara Asing 115 menit

informasi  diruang

e. Senantias kan sosialisasi - dan

nan menyangkut mekanisme, peraturan serta bi mbuatan

pada masyarakat pemohon.

Menanggapi dan menyelesaikan permasalahan apabila ada keluhan dari

syarakat menyangk
ebijakan ini akan selalu dan dievaluasi sesuai din

Unit SIM.
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DOKTER POLRI/ UMUM

itan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (ST

at Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat

STNK adala egistrasi identifikasi an bermotor yang

berfungsi  seb kelengkal aan ber r ketika bergerak

dijalan,berisikan identitas pemilik, * identitas kendaraan bermotor, nomor

registrasi dan masa berlaku temasuk pengesahannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (1) dinyatakan bahwa registrasi
dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor

dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalulintas dan angkutan



jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam sistem
administrasi manunggal satu atap. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
yang diselanjutnya disingkat Samsat adalah suatu sistem pelayanan
administrasi  secara terintegrasi dan terkoordinasi yang meliputi pelayanan
registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pelayanan pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBN-KB) se an Su ajib‘(elakaan Lalu Lintas

Jalan (SWDK , yang penyelenggaraannya dik an oleh Palri.
ers merupakan Instruksi Bersama Tiga Menteri Vi nkam,
M dan Menkeu tentang Pelaksanaan Sistem Adminis nunggal

di Bawah Satu Atap dalam mener#an STNK, pembayaran PKB, BBN-KB
DKLLJ.Juklak (petJrM"p naan) Bersama Samsa n

baran dari Inbers Tigﬂ/len i tentang pedoman tata
pendaftaran kendaraan bermotor, pemungutan PKB, BBN-KB dan
S pada kantor Bersama Samsat.

s di Kantor Bersama Samsat terdiri dari 3 instansi
Petugas Dinas an Daerah,
1. Polri berseragam pelayanan

2. Dinas Pendapatan Daerah berseragam pelayanan Samsat

gas Polri,

etugas Jasa

3. PT. Jasa Raharja berseragam pelayanan Samsat

STNK adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia sebagai salah satu bukti pendaftaran kendaraan bermotor yang
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berisikan identitas kepemilikan, identitas kendaraan bermotot dan masa
berlaku. STNK berfungsi sebagai sebagai Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor dan selalu melekat dengan kendaraannya apabila bergerak di jalan
raya. Penerbitan STNK dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian

Negara Republik Indonesia di Samsat,spesifikasi teknis dan pengadaan

materil  STNK ditetapkan ol lisian Negara Republik Indonesia,
bersamaan de

!itan erikan gister BPKB (Buku
ermotor) dan Tanda N ndaraan Bermotor

an pada STNK dimasukkan nomor BPKB.

Pemilk Ken

PENGURUSAN BPKB

L
7S

Tras
LONTT POMNOAS T RRAN e
PEMELITAN PERSYARATAN | FELATRAY pea Q PENULSAN SIS
AT DORMEN ——— -- vt < 0 2 A V0 2 2
L] -
PEMONON DENGAN i
PIRSYARATAN VERIFIKAS:
ﬂ o
ﬂ ~
SENYERAMAN PEMISANAN <— SENANDA TANGANAN
BPNS BERNAS ) BFRL o
- ﬂ
ARSGDOK
T T
""""" Tran e

Sumber : http//cara-buat-sim.blogspot.com/
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Berdasarkan hasil dari pengamatan dan data yang saya lihat menyatakan
bahwa program peningkatan kualitas pelayanan publik di Satlantas Polres
Garut belum sesuai target,dapat dilihat dari hasil pencapaian dan tindak lanjut
yang sangat minim ini membuktikan bahwa kinerja pegawai di Satlantas

Polres Garut kurang maksimal.

Berdasarkan latar belaka saya kemukakan terjadinya ketidak

sesuaian antar erja aian ‘:ya pelayanan yang
kurang berk ng disebabkan oleh kin wai yang kurang

sedangkan, Polres Garut menetapkan dan me

serta
a infra struktur yang dibutuhkan dalam rangka hasilkan

layanan yang berkualitas. Terjadi ;esenjangan antara teori dan kenyataan,
ari itu saya tertarik un%" n{‘ijudul tentang :
“Pengaruh Pelayananléil;lx Terhadap Kinerja Kep

Satlantas Polres Garut “.

di

kasi Masalah

Berdasar yang telah,dijelaskan ar belakang, maka

yang menjadi jan ini “Kinerja Kepolisian
pada kantor Satlantas Polres Garut"masih rendah, karena pelayanan prima
salah satu bagian reformasi birokrasi yang di tetapkan jajaran polri khususnya
polres garut saat ini dilandasi dengan Perpers nomor 81 Tahun 2010 . Dan
berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat diidentifikasikan

masalah sebagai berikut:
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Jika dilihat dari tabel kinerja kepolisian bisa kita lihat adanya penurunan
kinerja kepolisian dalam pencapaian target misalnya pada bulan Januari-
Maret kepolisian berhasil mencapai target. Pencapaian target yaitu sebesar
9,9% sedangkan pada bulan April-Juni terjadi penurunan pencapaian target
yaitu sebesar 7,4% . Seharusnya pihak kepolisian bisa lebih meningkatkan

Kinerjanya sehingga bisa menca t dengan baik.

1.3 Rumusan
Berdasark ataan masalah tersebut d mukakan rumusan

nelitian sebagai berikut ;

1. apa besar pengaruh tepat waktu (ketepatan) te Kinerja

epolisian di Satlantas Polres G

erapa besar pengar?n@ (pertanggung jawab
nerja keplisian di Satlantasd/res rut ?

eberapa besar pengaruh transparansi (keterbukaan) terhadap kinerja
di Satlantas Polres Garut ?
a besar pengaruh tidak diskriminatif (kesamaa terhadap

Kinerja kep
5. Seberapa litas, transparansi,tidak
diskriminatif terhadap kinerja kepolisian di Satlantas Polres Garut ?
1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah

dikemukakan maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk :
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1. Untuk mengetahui seberapa besar pengarun Tepat Waktu dalam konteks
pelayanan prima terhadap kinerja kepolisian di Satuan Lalulintas Polres
Garut?

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengarun Akuntabilitas dalam konteks

pelayanan prima terhadap kinerja kepolisian di Satuan Lalulintas Polres

Garut ?
3. Untuk men erapa engar

pelayanan rhadap kinerja kepolisian n Lalulintas Polres

4' mengetahui seberapa besar pengaruh Tidak Dis
onteks pelayanan prima te;haﬁ kinerja kepolisian di Satuan
es Garut ? 7 ]
ntuk mengetahui  seberap be& pengaruh bersamaan an
aktu, Akuntabilitas, Transparansi, Tidak ~ Diskriminatif ~ dalam
hn prima terhadap Kinerja kepolisian di Satuan

1.5 Kegunaan

ansi dalam konteks

\

konteks

Polres

1. Kegunaan Praktis
Secara praktis, hasil ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran

dan bahan masukan bagi para pelayan di Polres Garut, Khususnya pada
lingkungan Satuan Lalulintas Polres Garut dalam rangka meningkatkan

kinerja kepolisian.
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2. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi
para peneliti selanjutnya dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh

ujian sidang sarjana pada program studi Administrasi Negara.

ega“r agecy (alat) dari

Budiardj mengatakan bahwa N

1.6 Kerangka

yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hu ungan
alam suatu masyarakat dan menertibkan gejala-ge Kuasaan

dalam masyarakat. Dan di dalam suatu Negara, terdapat organisasi yang

at mandat dari ma#}ﬁ@/at sebagai pemegan
disebut pemerintah. / \

Menurut Gronroos (1990: 27) definisi pelayanan adalah Pelayanan

n

a tu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang ber kasat

mata dapat di raba) yang terjadi sebagai akibat adany si antara

konsumen de awan atau Jain-lain yan n oleh perusahaan

yang dimaksu untuk n konsumen atau

pelanggan . Menurut Nurcholish 5: 178) memberikan pengertian publik
sebagai sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berfikir, perasaan,

harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai

norma yang mereka miliki.
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Seiring dengan besarnya tuntutan akan penerapan Good Govermance,
tuntutan akan pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi semakin besar.
Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka
peningkatan pelayanan, seperti misalnya pelayanan prima, dan standar

pelayanan minimal. Akan tetapi perbaikan kualitas masin belum berjalan

sebagaimana yang diharapkan n untuk mengkaji hal tersebut dan

mengembangk de n ang responsif dan

p

akuntabel.

usan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur eneg
P omor  63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan penge layanan
publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
an public sebagai U?@n kebutuhan peneri
un pelaksanaan ketentuan ‘peraturan: perundang-undangan.

Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 menyatakan bahwa Hakikat

’publik adalah pemberian pelayanan prima kepada t yang
mer perwujudan kewajiban aparatur  pemerintah gai abdi

masyarakat.

n

Tujuan atu pe ik pa mnya adalah dapat

memuaskan masyarakat tanpa mandang apapun. Untuk itu dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dituntut kualitas prima yang tercermin

sebagai berikut :
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1. Transparansi, Yyaitu pelayanan yang bersifat terbuka,mudah dan
dapat diakses oleh smua pihak yang membutuhkan dan disediakan
secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas,yaitu  pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Kondisional,yaitu pel ang sesuai dengan kondisi dan

ke mberi eneri‘an dengan tetap
ber da prinsipefesiensi dan efe

serta

artisipatif,yaitu pelayanan yang dapat mendoro
masyarakat dalam penyenggaraan  pelayanan dengan
memperhatikan aspirasi,ktkn\uhan,dan harapan masyarakat.
. Kesamaan hak.ya%ﬁng tidak melakukan i

dilihat dari aspek apapunkhususnya suku,ras,agama golo atus

sosial.dan lain-lain.

eseimbangan  hak  dan  kewajiban,yaitu yang

mpertimbangkan aspek keadilan antara pember

pela‘k (Ratmintg, dan Atik 'sih,2007:18-19)
Dalam pengelolaan pros. serta proses-proses yang terkait

dengan kagiatan tersebut,Polres Garut menyediakan dan mengelola sumber

penerima

daya manusia. Organisasi menjamin bahwa personil yang bertugas memiliki
kompetensi yang memadai atas tugas dan tanggung jawabnya,maka dari itu

Polres Garut memiliki prinsip Kkerja yaitu:
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1. Tepat waktu
2. Akuntabilitas
3. Transparan

4. Tidak diskriminatif

1.7 Alur Pemikiran

Berdasar, ural , pad pemikiran tersebut

maka peneliti dilakukan, di fokuskan pad h pelayanan prima

t inerja pegawai di Satlantas Polres Garut.
Uk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar para nelitian,

seperti yang terlihat pada bagan be

gan

Pﬁ'digma pengaruh Pelayanan Prima Terhadap Kinerja Pegawai

Variabel Bebas(X) Variabel Terikat (Y)
Pelayanan Prima :

ik

Kinerja Pegawai
a. Tepat waktu ) )
a. Kualitas kerja
b. Akuntabilitas
b. Ketepatan waktu
c. Transparan

d. Tidak
diskriminatif
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1.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap
permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data-data yang terkumpul,
Berdasarkan kutipan diatas pelayanan prima harus mampu meningkatkan
produktivitas  pelaksanaan  tugas,mengefektifkan sistem dan tatalaksana

pelayanan. Semua ini tidak ter i para kinerja kepolisian yang harus

bisa melayan’ivk deng ehingo‘(an pelayanan yang
memuaskan t.

gai instansi pemerintah, Satlantas Polres Ga erikan

pelayanan publik ( public service ) berbeda dengan perusahdan pada

n ng mencari laba da ‘an ak pesaing. Namun demiki alam
ya yang ol )_,p g
ikan pelayanan kepada akat instansi pemerintah

berikan pelayanan prima sebagai wujud good govermance.

hipotesis pada penelitian ini, apabila pelayana ini bisa
dengan baik maka Kkinerja pegawai diharapkan ingkat,

namun apabil n prima ini tidak terlaksa baik maka Kinerja

pegawainya p : i5 pa n ini sebelumnya di
uji kebenarannya, apakah peng elayanan prima mempengaruhi Kinerja

pegawai atau apakah pelayanan prima tidak mempengaruhi Kinerja pegawai,

dijelaskan dalam bentuk Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif sebagai

berikut :
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Hipotesis 1 :
Ha : Pelayanan Prima tepat waktu (ketepatan) dalam konteks pelayanan
prima dapat berpengaruh secara signifikan terhadap Kkinerja kepolisian di
Satlantas Polres Garut

Ho : Pelayanan Prima tepat waktu (ketepatan) dalam konteks pelayanan

prima tidak berpengaruh se ifikan terhadap Kkinerja kepolisian di

Satlantas P

Hipotesis 2 :

elayanan Prima akuntabilitas (pertanggung jawaban onteks

nan prima dapat berpengarun secara signifikan te Kinerja

kepolisian di Satlantas Polres G

. Pelayanan Prima aku ertanggung jawaban) d S

layanan prima tidak berpengaruh. secara signifikan terhadal erja

epolisian di Satlantas Polres Garut

ima transpakansi (terbuk konteks pelayanan

prima dapa ngaruh an ter kinerja kepolisian di
Satlantas Polres Garut
Ho : Pelayanan Prima transparansi (tebuka) dalam konteks pelayanan
prima tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja kepolisian di

Satlantas Polres Garut
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Hipotesis 4 :
Ha : Pelayanan Prima tidak diskriminatif (kesamaan hak) dalam konteks
pelayanan prima dapat berpengarun secara signifikan terhadap Kkinerja
kepolisian di Satlantas Polres Garut

Ho : Pelayanan Prima tidak diskriminatif (kesamaan hak) dalam konteks

pelayanan prima tidak ber, secara signifikan terhadap Kkinerja
kepolisian .Polre ‘
Hipo
»Tepat Waktu (ketepatan), akuntabilitas (tanggung jawa paransi
erbuka) dan tidak diskrimina gaya
mimpinan secara ber:
rhadap Kinerja kepolisian
’ Tepat Waktu (ketepatan), akuntabilitas (ta jawab),
ansi (terbuka) dan tidak diskriminatif (kesama dalam

konteks p

(kesamaan hak) dalam kontek

‘%ﬁla berpengaruh seca

Polres Garut

rima secar

ersama — berpengaruh secara

signifikan te inerja Satla es Garut






